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RINGKASAN 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PERUSAKAN OLEH 

ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 

(STUDI KASUS DI POLRES SITUBONDO) 

Leo Yasadana Anugerah 

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika 

perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan dengan beragam modus 

operandi serta akibatnya, oleh masyarakat dirasakan sebagai sesuatu yang harus 

dilawan dan dihindari karena pada kejahatan yang prinsipnya timbul setiap dapat 

mempengaruhi masyarakat sebagai suatu ancaman ketertiban walaupun secara 

tidak langsung menyadari bahwa mereka menjadi korban kejahatan, seperti 

pengerusakan. 

Adapun penegakan hukum atas perusakan yang dilakukan oleh PSHT tidak 

optimal dikarenakan sebagian besar tidak melaporkan kepada penegak hukum 

apabila terjadi perusakan karena PSHT yang melakukan perusakan dapat 

mengakibatkan kerugian material dan waktu selama dalam proses penyelidikan 

dan penyidikan garis polisi tidak dapat dibuka.  

Faktor yang meinjadi peinghambat dalam peineigakan huikuim teirhadap tindak 

pidana peiruisakan oleih anggota PSHT di Polreis Situibondo diantaranya yakni: 1) 

Fanatismei yang beirleibihan 2) Adanya dominasi wilayah / keikuiasaan peirguiruian 

peincak silat b. Faktor tidak langsu ing : 1) Tingkat peindidikan reindah 2) 

Peingangguiran 3) Leirnahnya peingawasan orang tu ia 4) Pengaruh minuirnan Keiras. 

Upaya yang dilakuikan keipolisian Situibondo dalam meinangguilangi 

peiruisakan oleih anggota PSHT Situ ibondo bahwa meilaluii uipaya peinal yaitu i 

peineigakan huikuirn pidana uintuik rneimbuiat eifeik jeira pada peilaku. 

Keibijakan rasional dalam meinangguilangi keikeirasan antar peirguiruian peincak 

silat di karisideinan Situibondo seibaiknya diteimpuih deingan peindeikatan / 

keibijakan inteigral, baik meingguinakan “peinal” mauipuin deingan sarana “non 

peinal”. Hal teirseibuit dikareinakan dalam peineigakan huikuim dalam tataran 



peinyidikan masih ada keindala yaitui fasilitas dalam peinyeilidikan dan peinyidikan 

seihingga keipolisian seiring meilakuikan diskreisi hanya meindamaikan keiduia beilah 

pihak yang teirlibat keikeirasan antar peirguiruian peincak silat, seirta huikuim tidak 

bisa meingobati faktor peinyeibab keikeirasan seicara langsuing dan tidak langsuing, 

kareina faktor peinyeibab teirseibuit beirada diluiar huikuim pidana, yaitui pada tataran 

psikologi sosial (fanatisme yang beirleibihan dan adanya dorninasi wilayah / 

keikuiasaan peirguiruian peincak silat) dan sosiologi (tingkat pe indidikan reindah, 

peingangguiran, leimahnya peingawasan orang tuia dan minuirnan keiras). 

Huikuim pidana seibagai sarana teirakhir ( uiltimum reimidiuim ) heindaknya 

keitika dipeirguinakan mampui meinjadi cara yang ampuih meinyeileisaikan konflik, 

seihingga keipastian huikuim, keimanfaatan huikuim dan keiadilan dapat beinar – beinar 

teirsaluirkan. Maka dari itu i keindala fasilitas peinyeilidikan dan peinyidikan oleih 

keipolisan uintuik seigeira di beinahi, yaitui :  

a. Meiningkatkan alat olah TKP;  

b. Meingadakan juimlah kamera guina merekam peiristiwa;  

c. Meiningkatkan peindanaan oprasional (rne ingeiceik alat buikti hp kei 

Labfor Polri).  

Meinjadikan peingobatan kauisatif teirhadap faktor peinyeibab keikeirasan antar 

peirguiruian peincak silat seibagai sarana uitama guina meinangguilangi keikeirasan 

antar peirguiruian peincak silat di Eks Karisideinan Situibondo. Peingobatan teirseibuit 

rneilipuiti “peingeimbangan ideintitas sosial, meimaksimalkan peiran paguiyuiban 

peincak silat seintot prawiro dirjo seirta Foruim Komuinikasi Peincak Silat dan 

Beiladiri dan peinyeihatan kondisi sosial” 

Kata Kunci : Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Penegakan Hukum, Polri 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

LAW ENFORCEMENT IN CASE OF DESTRUCTION BY MEMBERS OF 

THE LOYAL HATI TERATE BROTHERHOOD 

(CASE STUDY AT SITUBONDO POLICE) 

Leo Yasadana Anugerah 

Faculty of Law, Islamic University of Malang 

Crime is an entity that is always closely linked to the dynamics of the 

development of human civilization. Crime, with its various modus operandi and 

consequences, is perceived by society as something that must be resisted and 

avoided because in principle any crime that arises can affect society as a threat to 

order, even though they are indirectly aware that they are victims of crime, such 

as vandalism. 

Meanwhile, law enforcement regarding vandalism carried out by PSHT is 

not optimal because most do not report to law enforcers if vandalism occurs 

because PSHTs who commit vandalism can result in material and time losses 

during the investigation process and police lines cannot be opened. 

Factors that become obstacles in enforcing justice against criminal acts of 

impersonation by PSHT members at the Situibondo Police include: 1) Excessive 

fanaticism 2) The presence of territorial dominance / authority over the 

impersonation of pencak silat players b. Non-immediate factors: 1) Lower 

educational level 2) Disruption of education 3) Less parental supervision 4) 

Influence of social education. 

The efforts made by the Situibondo police in countering the abuses by 

members of the Situibondo PSHT are through criminal efforts, namely the 

enforcement of intuitive criminal justice and the creation of an effective threat to 

the perpetrator. 

Rational policies in overcoming the differences between martial arts 

disciplines in the Situibondo area should be achieved with independent/integral 

policies, whether using "peinal" or with "non-peinal" means. This is due to the 

fact that in the implementation of law at the investigative level there are still 

obstacles, namely facilities in investigation and investigation, so that the police, 



along with exercising discretion, only reconcile the interests of the parties 

involved, the conflict between martial arts practitioners, and law cannot treat the 

factors that cause wrongdoing. how to langsuing and not langsuing, because the 

factors causing the incident lie outside the criminal court, namely at the level of 

social psychology (increased fanaticism and the existence of regional dominance / 

expert knowledge of martial arts) and sociology (low levels of education, 

unemployment, weak awareness of parents and lack of education). 

Criminal justice as a final means (ultimum reimidiuim) should when 

implemented be able to become an effective method for resolving conflict, so that 

certainty of justice, usefulness of law and justice can be truly achieved. Therefore, 

the advantages of investigation and investigation facilities by the Seigeira Unique 

Police Department in Beinahi, namely: 

a. Improving crime scene processing tools; 

b. Set up a number of cameras to record events; 

c. Increase operational financing (rneingeiceik cellphone evidence tool kei 

Police Laboratory). 

Making a causal treatment for the factors that cause discrepancies 

between martial arts training as the main means to overcome the imbalance 

between martial arts training in the former Situibondo Karisideinan. Teirseibuit 

rneilipuiti treatment "balancing social identity, maximizing the role of the silat 

martial arts association seintot prawiro dirjo as well as the Silat Peincak 

Communication Forum and Beiladiri and monitoring social conditions" 

Keywords: Terate Faithful Brotherhood (PSHT), Law Enforcement, Police 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

   Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, yang 

mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap 

warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan 

yang diatur oleh Negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan 

dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan kegiatan dengan pergaulan hidup 

manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan 

intelerasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam 

kehidupan bermasyarakat. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep 

rechstaat atau ruleoflaw yang bersumber dari pengalaman demokrasi 

konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-

ciri Negara hukum antara lain : adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi 

manusia, dan legalitas hukum. Di Negara hukum, peraturan perundang-

undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan 

satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelanggara 

kekuasaan.1  

   Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, 

yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan Hukum, pikiran kita 

menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam 

masyarakatnya. Ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang 

                                                        
1 Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1976. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita,h.7 



tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Pertama itu kita sebut sebagai norma, 

sedang akibatnya dinamakan sanksi yang membedakan Hukum pidana dengan 

Hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat 

negatif yang disebut pidana (Hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari 

dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas 

kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat dirampas 

pula nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati. 

   Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang 

membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatannya perdata pada 

umumnya, pertanyaan timbul mengenai beberapa besar jika ada, tergugat telah 

merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan 

untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, 

seberapa jauh terdakwa adalah merugikan masyarakat dan Pidana apa yang 

perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melawan hukum (pidana). Di 

dalam tujuan pidana tidak selalu dicapai dengan pegenaan Pidana, tetapi 

merupakan upaya regresif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. 

Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan 

(maatregel).Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada 

pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir 

tetapi tujuan terdekat.Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena 

tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana 

dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang 

anak dimasukkan kependidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki 



tingkah laku yang buruk. Dalam hukum Pidana kita mengenal yang namanya 

delik penyertaan yang memberikan klasifikasi orang dianggap sebagai pelaku 

dan pembantu dalam suatu tindak pidana. Ternyata pelaku bukan saja mereka 

yang memenuhi unsur suatu kejahatan akan tetapi juga mereka yang terlibat 

didalam peristiwa tindak pidana, untuk kejahatan dalam beberapa golongan 

yaitu: pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger), turut serta 

(medepleger), dan pengajur (uitlokker). Tapi untuk delik penyertaan biasanya 

kejahatan yang dilakukan dalam hal wajar yang bisa dianalisis dan 

diklasifikasikan mana yang merupakan pelaku, actor intelektual dan actor 

materialis, dalam hal ini jelas jumlah subyeknya dan ketentuannya dalam 

hukum pidana. Tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk 

bisa menjawab permasalahannya tentang perbuatan pidana yang dilakukan 

secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, 

sehingga perlu pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana 

keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan perbuatan 

tersebut.  

   Saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih 

dari seorang. Jika pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih dari pada 

seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam 

pelaksanaan tindak pidana diluar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil 

atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain 

sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis 

pertanggungjawaban pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain 



tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya 

berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut 

diselesaikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam 

suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana 

tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Karena hubungan dari pada 

tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai 

bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “Menentukan 

pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah 

dilakukan.” Di samping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran 

ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu 

pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap 

peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan. 

   Bentuk penyertaiain mengainjurkain (uitlokker) terdaipait Dalam 

rumusain paisail 55 KUHP, bentuk penyerta iain ini saimai dengain hailnyai 

menyuruh laikukain (doelpleger), dalam bentuk mengainjurkain terdaipait 

pelaikunyai pailing sedikit aidai duai oraing aitaiu lebih dain kedudukainnyai maising-

maising terdaipait duai pihaik yaiitu, sebaigaii pihaik yang mengainjurkain dain pihaik 

yang melaikukain ainjurain. Hainyai saijai yang melaikukain ainjurain pengainjur 

bukain sebaigaii ailait (instrument) yang tidak da ipait dimintaikain 

Pertanggungjawaban tetaipi oraing yang melaikukain ainjurain disini daipait 

dihukum aitaiu dimintaikain Pertanggungjawabannya i. 

   Maisailaih pertanggungjawaban dain khususnyai pertanggungjawaban 

pidana mempunyaii kaiitain yang erait dengain beberaipai hail yang cukup luais. 



Sebenairnyai mainusiai itu mempunyaii kebebaisain untuk menentukain 

kehedaiknya i aitaiu tidak. Kehendaik merupaikain aiktivitais baitin mainusiai yang 

paidai gilirainnya i berkaiitain dengain pertanggungjawaban mainusiai aitais 

perbuatannyai. Persoailain ini muncul sebaigaii aikibait pertentaingain pendaipait 

aintairai klaisik dain non klaisik dengain ailirain modern. Alirain klaisik 

mengutaimaikain kebebaisain individu dengain konsekuensi diterimainyai 

kehendaik bebais dairi individu. Pendiriain mengenaii kebebaisain individu 

diraigukain oleh ailirain modern yang membuktikain melailui pikologi dain 

psikiaitri baihwai tidak setiaip Perbuatan mainusiai itu daipait 

dipertainggungjawabkain kepaidainyai, misailnyai saijai paidai oraing gilai.  

   Sebenairnyai kehendaik dain Perbuatan mainusiai itu di tentukain oleh 

lingkungain di sekitairnyai. Alirain klaisik mengainut paihaim indeterminisme, 

yang mengaitaikain baihwai mainusiai itu daipait menentukain kehendaiknya i dengain 

bebais, meskipun sedikit bainyaik jugai aidai faiktor laiin yang mempengairuhi 

penentuain kehendaiknyai, yaiitu keaidaiain pribaidi dain lingungainnyai, tetaipi paida i 

dasarnya i mainusiai mempunya ii kehendaik yang bebais, sebailiknya i modern 

mengainut paihaim determinisme, dain mengaitaikain baihwai mainusiai saimai sekaili 

tidak daipait menentukain kehendaiknyai secairai bebais. Kehendaik mainusiai untuk 

melaikukain sesuaitu ditentukain oleh beberaipai faiktor, aintairai laiin yang 

terpenting aidailaih faiktor lingkungain dain pribaidi. Dalam menentukain 

kehendaiknya i mainusiai tunduk kepaidai hukum sebaib-aikibait, yaiitu faiktor-

faiktor penyebaib yang beraidai di luair kekuaisaiain mainusiai. Faiktor pribaidi pun 



tunduk kepaidai faiktor keturunain dain selainjutnyai di dalam hidupnyai faiktor 

lingkungain memegaing perainain yang saingait penting.  

   Suaitu penghaincurain bairaing paisti memiliki unsur kesengaijaiain, 

pengertiain sengaijai Dalam Kitaib Undaing-Undaing Hukum Pidana (KUHP) 

tidak mempunyaii wairnai, airtinyai baihwai untuk dinaimaikain kesengaijaiain sudaih 

cukup, baihwai si terdaikwai berbuait sengaijai aitaiu sengaijai tidak berbuait aipai 

yang dila iraing oleh Undaing-Undaing aitaiu aipai yang diperintaihkain oleh 

Undaing-Undaing sudaih cukup, baihwai si pelainggair dengain sengaijai berbuait 

aitaiu dengain sengaijai tidak berbuait terhadap sesuaitu hail yang menurut 

Undaing-Undaing tidak daipait dihukum. Tidak perlu dibuktika in aipaikaih si 

terdaikwai mengetaihui perbuatan aitaiu tindakain berbuait itu daipait dihukum.2 

   Seperti contohnyai aksi brutail oknum PSHT (Persaiudairaiain Setiai 

Haiti Teraite) di duai Desai Situbondo menimbulkain kerusaikain pairaih. Maising-

maising di Desai Kaiyuputih Kecaimaitain Painji dain Desai Trebungain Kecaimaitain 

Maingairain. Selaiin puluhain rumaih dain tempait usaihai, 4 unit mobil milik wairgai 

jugai ikutain dirusaik. Totail kerugiain ditaiksir mencaipaii Rp 138 jutai. Verifikaisi 

dain vailidaisi laipaingain terkaiit jumlaih kerugiain aikibait kerusaikain perlu 

dilakukan. Di aintairainyai dalam raingkai menentukain jumlaih baintuain yang 

aikain disailurkain pemkaib Situbondo.  

Berdasarkan uraiiain laitair belaikaing maisailaih yang telaih paipairkain di aitais, 

maikai penulis tertairik untuk menulis skripsi dengain judul Tinjaiuain Hukum 

Terhadap Kaisus Perusakan Oleh Anggotai PSHT di Polres Situbondo 

                                                        
2 Martiman Prodjohamidjojo, 1997. Memaihaimi Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2, PT 

Pradnya Paramita, h 46 



 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraiiain laitair belaikaing diaitais aikain dibaitaisi dengain 

permaisailaihain-permaisailaihain diaitais sebaigaii berikut : 

1. Baigaiimainai penegakan hukum terhadap tindak pidana perusaikain oleh 

ainggotai PSHT di Polres Situbondo? 

2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap 

tindak pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo? 

3. Apa upaya yang dilakukan oleh kepolisian Situbondo dalam 

menanggulangi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam melaikukain penelitiain tersebut memiliki bebera ipai tujuain, 

meliputi: 

1. Untuk mengetaihui Tindak Pidana Terhadap kaisus perusakan oleh ainggotai 

PSHT di Polres Situbondo. 

2. Untuk mengetaihui haimbaitain Dalam peneraipain hukum Terhadap kaisus 

perusakan oleh ainggotai PSHT di Polres Situbondo. 



3. Untuk mengetahui upaya menanggulangi kasus perusakan oleh anggota 

PSHT Situbondo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuain diaitais dihairaipkain daipait mencaipaii mainfaiait penelitiain 

tersebut sebaigaii berikut: 

 

1. Mainfaiait Teoritis 

Haisil penelitiain ini dihairaipkain daipait memberikain taimbaihain 

waiwaisain ilmu pengetaihuain baigi maihaisiswai dalam bidaing hukum 

terutaimai yang menyangkut tainggung jawab aiksi brutail dengain perusakan 

Massal sebaigaii perbuatan melawan hukum (studi ka isus PSHT Situbondo). 

2. Mainfaiait Praiktis 

a Baigi Aparatur Penegaik Hukum 

Haisil penelitiain ini dihairaipkain daipait menjaidi aicuain kepaidai aipairaitur 

penegaik hukum aigair daipait melaiksainaikain tugaisnyai dalam menjaigai 

dain menegaikkain hukum yang telaih diaitur. 

b Baigi Maisyairaikait 

Haisil penelitiain ini dihairaipkain daipait membaintu meningkaitkain 

kesaidairain maisyairaikait dalam tainggung jawab aiksi brutail dengain 

perusakan massal sebaigaii perbuatan melawan hukum (studi ka isus 

PSHT Situbondo) 

 



E. Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan persaimaiain dain perbedaiain yang dimiliki oleh tiaip-tiaip 

penelitiain tersebut, maikai terdaipait taibel yang diuraiikain sebaigaii berikut: 

Taibel 1.1 Persaimaiain dain Perbedaiain Penelitiain Terdaihulu 

No. PROFIL JUDUL 

1 DEMAK SETIO 

LAKSONO 

UNIVERSITAS 

KATOLIK 

PARAHYANGAN 

2019 

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA 

PENANGGUNG JAWAB AKSI UNJUK RASA 

ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

YANG DILAKUKAN MASSA AKSI UNJUK 

RASA1  

ISU HUKUM 

1) Apaikaih penanggung jawab aiksi unjuk Rasa daipait ditairik sebaigaii 

tergugait Dalam gugaitain aipaibilai Massa aiksi unjuk Rasa diainggaip 

melaikukain Perbuatan Melawan hukum? 

INTI PENELITIAN 

1) Kepailai Desai menjelaiskain aikain mengupaiyaikain untuk menyelesaiikain 

unjuk Rasa dengain cairai perdaimaiiain.  

2) Polres aikain menyelesaiikain untuk Rasa dengain cairai mediaisi dengain 

korbain Yang terimbais dairi aiksi unjuk Rasa. 

HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI 

 PERSAMAAN   inti pembaihaisain mengenaii perusakan oleh anggota 

PSHT Situbondo 

PERBEDAAN      tempait penelitiain di Polres Situbondo 

No. PROFIL JUDUL 

2 DESWIR SAPUTRA 

UNIVERSITAS 

ISLAM NEGERI 

SYARIF 

HIDAYATULLAH 

2021 

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP 

KEGIATAN DEMONSTRASI YANG 

DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN DALAM 

KAJIAN YURIDIS1 

ISU HUKUM 

1) Baigaiimainai Tinjaiuain Peraiturain Undaing-Undaing Nomor 9 taihun 1998 

tentaing kemerdekaiain Menyaimpaiikain Pendaipait di Mukai Umum?  

2) Baigaiimainai Penyaimpaiiain Pendaipait Menurut Hukum Islam Mela ilui 

Aksi Unjuk Rasa/Deminstrasi? 

INTI PENELITIAN 

1) Dalam aiksi deminstrasi saingait bainya ik kekerasan yang terjailin, 

Semaicaim permaisailaihain deminstrasi taihun 1998 yang menuntut 

turunnyai Presiden Soehairto yang berujung bentroka in aintairai 

maihaisiswai serta aipairait Kepolisian yang sedaing bertugais melindungi 

deminstrasi yang memforsir a ipairait Polisi buait membebaiskain tembaikain 



serta menimbulkain 7 maihaisiswai tewais. Di maitai maisya iraikait, 

kekerasan yang dilakukan aipairait Kepolisian dalam aiksi deminstrasi 

terbilaing ironis kairenai keberaidaiain aipairait paidai dasarnya i aidailaih untuk 

melindungi raikyait. Peneliti ingin mengeta ihui baigaiimainai gaimbairain 

aigresivitais aipairait Kepolisian paidai saiait mengaimainkain aiksi 

deminstrasi/unjuk Rasa, mengaipai terjaidi tindakain aigresif oleh aipairait 

Terhadap pairai deminstrasi, hukumain aipai yang sehairusnyai didaipait 

oleh oknum aipairait yang melaikukain tindakain kekerasan, serta tinjaiuain 

yuridis peraiturain yang mengaitur tentaing unjuk rasa/deminstrasi serta 

baigaiimainai deminstrasi yang aidai di hukum islam. 

HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI 

PERSAMAAN      topik pembaihaisain saimai-saimai membaihais tentaing aiksi 

perusakan oleh anggota PSHT Situbondo 

PERBEDAAN      aiksi perusakan oleh anggota PSHT Situbondo 

No. PROFIL JUDUL 

3 WISNU 

FRAGUSTY 

UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH 

SUMATERA 

UTARA MEDAN 

2019 

PROSES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA 

ANARKIS YANG BERDAMPAK PADA 

KERUSAKAN FASILITAS UMUM (Studi Di 

Polrestaibes Medain)1 

ISU HUKUM 

1) Baigaiimainai faiktor penyebaib terjaidinyai aiksi unjuk rasa ainairkis yang 

berdaimpaik paidai kerusaikain faisilitais umum?  

2) Baigaiimainai proses penaingainain yang dilakukan pihaik kepolisian dalam 

aiksi unjuk rasa ainairkis yang berdaimpaik paidai kerusaikain faisilitais 

umum?  

3) Baigaiimainai kendailai dain upaiyai pihaik Kepolisian dalam proses 

penaingainain aiksi unjuk rasa ainairkis yang berdaimpaik paidai kerusaikain 

faisilitais umum? 

INTI PENELITIAN 

1) Penaingainain Terhadap aiksi unjuk Rasa, piha ik Kepolisian paidai 

dasarnya i sudaih memiliki pedomain teknisnyai, yaiitu Peraiturain Kaipolri 

Nomor 16 Taihun 2006 tentaing Pedomain Pengendailiain Massa dain 

Peraiturain Kaipolri Nomor 8 Taihun 2010 tentaing taitai cairai lintais gainti 

dain cairai bertindak dalam penainggulaingain huru-hairai. dalam 

mengoptimailkain kinerjai kepolisian dalam menaingaini unjuk rasa.  

2) Kepailai Polri Jenderail Baimbaing Hendairso Dainuri dalam maisai aikhir 

jaibaitainnyai mengesaihkain Prosedur Tetaip Nomor: Protaip/1/X/2010 

tentaing penainggulaingain anairki, hail ini dimaiksudkain aigair tindakain 

ainairki daipait ditindak tegais demi tercaipaiinyai rasa aimain dain tentraim 

baigi maisyairaikait serta keaimainain baigi negairai ini, dain hendaiknyai 

unsur-unsur kejaihaitain yang aidai di dalam suaitu tindakain ainairki daipait 

ditindak tegais sesuaii dengain aisas legailitais yang menghairuskain aidainya i 

tindakain hukum aipaibilai aidai tindak pidana yang terjaidi sebaigaiimaina i 



telaih diaitur dalam undaing-undaing. 

 

HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI 

PERSAMAAN      membaihais mengenaii aiksi perusakan oleh anggota 

PSHT Situbondo 

PERBEDAAN      mencaikup PSHT Situbondo 

Sedaingkain penelitiain ini aidailaih; 

PROFIL JUDUL 

LEO  

SKRIPSI 

UNIVERSITAS ISLAM 

MALANG 

2022 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS 

PERUSAKAN OLEH ANGGOTA 

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 

(STUDI KASUS DI POLRES SITUBONDO) 

 ISU HUKUM 

1. Bagaimana penegak hukum pidana  terhadap kasus perusakan oleh 

anggota PSHT di Polres Situbondo? 

2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan hukum terhadap 

tindak pidana kasus perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo 

3. Apa upaya yang dilakukan kepolisian Situbondo dalam menanggulangi 

kasus perusakan oleh anggota PSHT Situbondo 

NILAI NOVELTY 

Paidai Skripsi ini, peneliti lebih fokus memba ihais seperti penegakan hukum 

terhadap kasus perusakan oleh anggota persaudaraan setia hati terate (studi kasus 

di polres situbondo) 

F. Metode Penelitian 

       Metode penelitiain memegaing perainain yang saingait penting dalam kegiatan 

penelitiain dain penyusunain suaitu kairyai ilmiaih. Dengain metode penelitiain aikain 

terlihait jelais baigaiimainai suaitu penelitiain itu dilakukan. Menurut Soerjono 

Soekainto, yang dimaiksud dengain metode aidailaih suaitu tipe pemikirain yang 

dipergunaikain dalam penelitiain dain penilaiiain, suaitu teknik yang umum baigi 

ilmu pengetaihuain, cairai tertentu untuk melaiksainaikain suaitu prosedur, sedaing 

penelitiain merupaikain sairainai yang diperguna ikain oleh mainusiai untuk 

memperkuait, membinai serta mengembaingkain ilmu pengetaihuain. 

1. Jenis Penelitiain 



       Penelitiain ini aidai penelitiain empiris, aitaiu disebut dengain penelitiain 

laipaingain yaiitu mengkaiji ketentuain yang berlaiku di pemerintaihain serta aipai 

yang terjaidi dalam kenyaitaiainnyai dalam maisyairaikait. Penelitiain empiris 

aidailaih penelitiain laipaingain mengenaii pemberlaikuain aitaiu implementaisi 

ketentuain pemerintaih secairai in aiction paidai setiaip peristiwai yang terjaidi 

dilaipaingain yang terjaidi dalam maisya iraikait. ataiu dengain kaitai laiin yaiitu 

suaitu penelitiain yang dilakukan terhadap keaidaiain sebenairnyai aitaiu keaidaiain 

nyaitai yang terjaidi dimaisya iraikait dengain maiksud untuk mengetaihui dain 

menemukain faiktai-faiktai dain daitai yang dibutuhkain, setelaih daitai yang 

dibutuhkain terkumpul kemudiain menuju kepaidai identifikaisi maisailaih yang 

aidai. 

2. Jenis pendekatani  

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pendekaitain 

sosiologis di laikukain dengain upaiyai mendaipaitkain informaisi di dalam 

maisya iraikait, dengain melaikukain sebuaih metode studi laipaingain untuk 

mengetaihui maisailaih yang aidai di maisyairaikait.  

3. Sumber Daitai 

Dalam penelitiain empiris laizimnyai dibedaikain aintairai daita yang 

diperoleh laingsung dairi maisyairaikait (daitai primer) dain dairi baihain pustaikai 

(daitai sekunder). Daitai primer diperoleh laingsung dairi sumber pertaimai, 

yaikni perilaiku wairgai maisya iraikait melailui penelitiain. Sedaingkain daitai 

sekunder aintairai laiin bersumber paidai dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

haisil-haisil penelitiain yang berwujud laiporain, buku hairiain, dain seterusnyai 



yang berbentuk dokumen. Sumber da itai penelitiain tesis ini mengaicu paidai 

penelitiain primer dain penelitiain sekunder.  

a) penelitiain primer yaiitu; peneliti laingsung turun ke laipaingain, 

berhubungain laingsung dengain nairai sumber Sumber daitai Agung Budi 

Wibowo, S.H dain Anton Raihairjo, S.H serta saiksi korbain PSHT Ana i 

Dwi Raihmaitillaih dain Pelaiku PSHT yaiitu Lutfi Raimaidhain. Sedaingkain 

b) penelitiain sekunder mengaicu paidai isi dain literaitur laiinyai yang 

berkaiitain dengain isi putusain tersebut. Selaiin itu untuk memberikain 

taimbaihain ainailisis, penulis jugai mengaidaikain waiwaincairai sederhainai 

kepaidai beberaipai saitreskrim di polres Situbondo, ka irenai dalam judul 

aidailaih “Tinjaiuain Hukum Terhadap Kaisus Perusakan Oleh Anggotai 

PSHT di Polres Situbondo”.  

4. Teknik Pengumpulain Daitai  

Untuk mendukung pelaiksainaiain penelitiain ini di perlukain beberaipai daitai, 

kairenai itu, dalam melaiksainaikain pengumpulain daitai digunaikain metode 

sebaigaii berikut:  

1) Teknik Observaisi 

      Dilakukan dengain cairai pengaimaitain laingsung di laipaingain yang 

merupaikain lokaisi penelitiain. hail ini dilakukan untuk memperoleh 

gaimbairain umum tentaing lokaisi penelitiain dain kondisi 

demograifisnyai serta beberaipai hail laiin yang berhubungain dengain 

penelitiain ini.  

2) Teknik waiwaincairai 



      Melaikukain tainyai jawab laingsung dengain sejumblaih responden 

dain informain terpilih. Tujuain dain waiwaincairai ini aidailaih untuk 

mendaipaitkain taimbaihain informaisi dain gaigaisain yang berkaiitain 

dengain penelitiain ini tentaing PSHT di polres Situbondo. Kemudia in 

waiwaincairai bebais jugai di laikukain Dalam penelitiain ini dain 

pertainyaiain yang di aijukain tidak di susun secairai sistemaitis kairena i 

menyesuaiikain dengain kondisi dain situaisionail.  

3) Teknik dokumentaisi  

Teknik ini saingait penting untuk melengkaipi daitai dalam raingkai 

mengainailisis maisailaih penelitiain. Dalam penelitiain ini peneliti 

berusaihai mengumpulkain daitai dairi desai saii kecaimaitain soromaindi 

kaibupaiten bimai dain daitai laiin yang diperlukain dalam penulisain ini.  

5. Lokaisi Penelitiain 

Penelitiain ini dilaiksainaikain di polres Situbondo 

6. Populaisi dain Saimpel Penelitiain 

Populaisi Dalam penelitiain ini aidailaih seluruh Saitreskrim Polres Situbondo. 

Saimpel penelitiain ini aidailaih Saitreskrim Polres Situbondo a intairai laiin 

Agung Budi Wibowo, S.H da in Anton Raihairjo, S.H serta saiksi korbain 

PSHT Anai Dwi Raihmaitillaih dain Pelaiku PSHT yaiitu Lutfi Raimaidhain 

7. Teknik ainailisis Daitai  

       Di dalam penelitiain ini, daitai yang telaih dikumpulkain aikain di ainailisai 

secairai laipaingain yaikni daitai yang di peroleh aikain di raingkum dalam bentuk 

kaitai-kaitai lisain maiupun tulisain. teknik ini bertujuain untuk memperoleh 



gaimbairain yang umum dain menyeluruh dairi objek penelitiain. serta haisil-

haisil penelitiain baiik dairi haisil studi laipaingain maiupun studi literaitur untuk 

kemudiain memperjelais gaimbairain haisil penelitiain. 

G. Sistematika Penulisan 

untuk mendaipaitkain gaimbairain yang jelais mengena ii kondisi yang aidai di 

laipaingain penulisain penelitiain ini, maikai peneliti meraingkum secairai gairis 

besair sebaigaii berikut:    

BAB I berisikain tentaing pendaihuluain. Dalam baib pendaihuluain ini 

meliputi laitair belaikaing maisailaih, rumusain maisailaih, tujuain penelitiain, 

mainfaiait penelitiain, orisinailitais penelitiain, metode penelitiain, dain sistemaitikai 

penulisain. 

BAB II berisikain mengenaii tinjaiuain pustaikai yang membaihais tentaing 

pengertiain tainggung jawab, jenis-jenis tainggung jawab hukum, pengertia in 

melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, konsekuensi 

yuridis dalam hail timbulnyai perbuatan melawan hukum, dain perusakan dan 

peneliti akan menjelaskan tentang PSHT 

BAB III ini peneliti aikain menjelaiskain tentaing haisil dairi ainailisis 

permaisailaihain yang diteliti dengain menguraiikain dain mengkorelaisikain 

penyelesaiiain sengketai yang didaipaitkain sebelumnyai dengain rumusain 

maisailaih yang aidai. Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah 1) 

penegakan hukum pidana  terhadap perusakan oleh anggota PSHT di Polres 

Situbondo, 2) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum 



terhadap tindak pidana kasus perusakan oleh anggota PSHT di Polres 

Situbondo 3) upaya yang dilakukan oleh kepolisian Situbondo dalam 

menanggulangi  perusakan oleh anggota PSHT Situbondo 

BABA IV berisikain tentaing kesimpulain dain sairain. Dalam baib ini, 

peneliti aikain meraingkum haisil dairi keseluruhain penelitiain yang dilakukan, 

yaikni raingkumain haisil penelitiain mengenaii “Penegakan Hukum Terhadap 

Kasus Perusakan Oleh Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (Studi Kasus 

Di Polres Situbondo)” Kemudia in setelaih itu dilainjutkain dengain 

memberikain sairain untuk peneliti laiin untuk dijaidikain sebaigaii baihain 

pertimbaingain. 

 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penegakan hukum Terhadap kaisus perusakan oleh ainggotai PSHT di Polres 

Situbondo bahwa Penegakan Hukum Perusakan akibat PSHT tidak optimal 

karena sebagian besar tidak melaporkan ke penegak hukum apabila terjadi 

perusakan karena PSHT yang melakukan perusakan dapat mengakibatkan 

kerugian material dan waktu selama dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan garis polisi tidak dapat dibuka.  

1 Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak 

pidana perusakan oleh anggota PSHT di Polres Situbondo bahwa Faktor 

secara langsung : 1) Fanatisme yang berlebihan 2) Adanya dominasi wilayah / 

kekuasaan perguruan pencak silat b. Faktor tidak langsung : 1) Tingkat 

pendidikan rendah 2) Pengangguran 3) Lemahnya pengawasan orang tua 4) 

Minuman Keras 

2 Upaya yang dilakukan kepolisian Situbondo dalam menanggulangi perusakan 

oleh anggota PSHT Situbondo bahwa melalui upaya penal yaitu penegakan 

hukum pidana untuk membuat efek jera pada pelaku 

B.  Saran 

Dari penjelasan yang disampaikan pada kesimpulan diatas, maka beberapa saran 

yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :  



1. Kebijakan rasional dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak 

silat di karisidenan Situbondo sebaiknya ditempuh dengan pendekatan / 

kebijakan integral, baik menggunakan “penal” maupun dengan sarana “non 

penal”. Hal tersebut dikarenakan dalam penegakan hukum dalam tataran 

penyidikan masih ada kendala yaitu fasilitas dalam penyelidikan dan 

penyidikan sehingga kepolisian sering melakukan diskresi hanya 

mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat kekerasan antar perguruan 

pencak silat, serta hukum tidak bisa mengobati faktor penyebab kekerasan 

secara langsung dan tidak langsung, karena faktor penyebab tersebut berada 

diluar hukum pidana, yaitu pada tataran psikologi sosial ( fanatisme yang 

berlebihan dan adanya dominasi wilayah / kekuasaan perguruan pencak silat ) 

dan sosiologi ( tingkat pendidikan rendah, pengangguran, lemahnya 

pengawasan orang tua dan minuman keras). 

2. Hukum pidana sebagai sarana terakhir ( ultimum remidium ) hendaknya 

ketika dipergunakan mampu menjadi cara yang ampuh menyelesaikan 

konflik, sehingga kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan dapat 

benar – benar tersalurkan. Maka dari itu kendala fasilitas penyelidikan dan 

penyidikan oleh kepolisan untuk segera di benahi, yaitu :  

a. Meningkatkan alat olah TKP;  

b. Mengadakan jumlah camera guna merekam peristiwa;  

c. Meningkatkan pendanaan oprasional (mengecek alat bukti hp ke Labfor 

Polri).  



3. Menjadikan pengobatan kausatif terhadap faktor penyebab kekerasan antar 

perguruan pencak silat sebagai sarana utama guna menanggulangi kekerasan 

antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Situbondo. Pengobatan 

tersebut meliputi “pengembangan identitas sosial, memaksimalkan peran 

paguyuban pencak silat sentot prawiro dirjo serta Forum Komunikasi Pencak 

Silat dan Beladiri dan penyehatan kondisi sosial”.  
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